ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TARUN 1998
DIKA/TKAN DENGAN PASAL 374 KITAB
UNDANG-UNDANG RUKUM PIDANA

(Studi Xasus Polds Swraters Utara)

Diajukan Unfuk Werrenuhl Tugas
Akhir Pertsiahan Untuk Versdaparkan
Geiar Sarjana Hutkum

OLEMN
JUNJUNGAN GARAHAP

NIM : 64 840 0092
BIDANG HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

20
UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERS/TAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUIQUW
TANDA PERSETUJUAN SKRIPS|
. PENYAN:
MIM t JUNJUNGAN HARAMAP
e S : 04 840 002
JUOW. BKRIPS) WWWW

1985 OENGAN PASAL
374 KITAB umnm;:om
HUKUW PIDARA (Studl Kasus Pokts
Utars)
L DOSEN FEDEERTING SKIOPS! :
{

I.NAMA : TRIZAL
JABATAN - : ggggn mm.

TANGGAL PERSETUJUAN  : , 1 |
TANDA TANGAN X i “

2 NAMA :  ELVI 2ANARA LIETS SH,8 HUS.
JABATAN : BING %
TANGGAL PERSETUIVUAN . T mam y “,

TANDA TANGAN . £ A
. PANTTIA UNAN MEJA YUAL 5

1. KETUA : SYAFARUDONN, SH, LHUM.. /
2 SORETARIS : DARMA SEMEEENG SH....

4 FBGUAN :  ELVI ZAHARA

DEETUAN OLEH :
KETUA BIOANG PIDANA o
FAK. HUKUM — UMA '
(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.) i Anunnm, SH,M.HUM,)

UNIVERSITASMEDAN AREA



ABSTRAXSI

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 DIKAITKAN
DENGAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Polda Sumstera Utara)

OLEH
JUNJUNGAN HARAHAP
NIM : 04 840 0092
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembetrem skrips ini adalah tentang kejabumian grtenkap yaog dianalisir
dan dikaitkap dengan indak pidana penggelapan yang diperberal scbagaimans
diatw dalam Pasal 374 KUH Pidana. Pembahasun tersebut akan mengambil shudi
pada Polda Sumaregs Usara.

Sedangkao permasalahsn yang diglukan adalah epakah yang menjads
modus operand) tindak pidans peaggelapan Pasal 374 KUHP dalam operasional
Petbamkan seta Apakah yang menjadi kendalpkcudala yang timbul dalam
penyidikan tindak pidana perdankan dikaitkan dengan tindak pidana Pasal 374
KUHP.

Untuk membahas permasalahan tersebut diajukan penelitian secara
kepuswkazan dan penelitian lapangan pada Polda Summut.

Dari hasil penelitian maka diketehui modirs aperand) yang biasa dilakukan
olch para pelaku dalarn mclakukan tindak pidana pevyalahgunasm jabatan atan
pengpelapan, peoyalabgunaan dalem hubungznnya dengan pevhemkap sepert
@vyalabgusmp daca BLBI, melakukan kejahatan dalam bemtuk korporas:, dan
juga modus operand tindak pidans konupei dalam bidang illegal logging. Modus
opoad tindak pidana penggelapan lampya adalah gertaciap ssap-menyuap yang
mepakan pgerbustap disebabkan jabalnoya. Upaya yang dilakukan pemenmmah
dalam rangka pembersntasan tindak pidana peuggelapan di bidang perbankan
adalah meacmpatkan undang-undang barn scbagsi landasan formal bagi
pencgakan pembciantasan Undakan pidana kosupsi, juga dengan membentuk
beberapa lembaga terkait seperti Komisi Pembevantasan Korupsi (KPK), Tim
Pemberantasan Tundak Pidans Korupsi (Tipikor), dan juga melakukan kerjasama
dengan deberapa LSM yang bergerak di bidang pemberantaran korupsi. Selain
juga pemensah mengupayakan efektifnya undang-undang pencucian uang dalam
hal mengakamdasi larinya uang hasi] koupsi dalam sektor pertankan melalui
prinsip mengena] qasahah

Menyxlan ancamao tindsk pidana pengeelapmo dan kongsi schagni
kejahuran seThs yang dapal aenggamRgu swbilitss sistiap kasmgn dan sistem
perekonomizn ser® berdampak luas pada kehidupan masyarakal dan bangsa,
maka updya pemxygehan dan pcmberantasan harus dilakukan melalui (angkab-
langkab koassptual, sporadis, dan menyentuh, baik itu melalui kerjasama yang
baik antara penyidik kcpolisian dengan pihak kejaksaan dan juga pengadilan agar
pToses peETiksaan perkars konps dapat segeta disciesaikan.
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BGAB1

PENDAHULUAN

Bank memiliki pevanan penting dalam kegiatan ekonomii bagi masyamkat
dan ncg@r@ Peranamnya ialah menghimpun dana dari @asyarakat dan
menyaturkanoya kembali dalam beptuk kredit kepada masyarakat Pendapatan
bank yang dipetoleh dari pembenan kredit disebut dengan bunga kiedit (interest
income). Aktivilas pemberian loedit bank-bank boleh dikatakan mengmkan
sumber pendapamn terpenting dari Bank. Akan tetepi. jika diamat lebih janh,
fungsi bank di luar negeri sudah mulai berkembang, dimana andalan vsamna bagi
pendapatannya Uidak semata-mata lagi dan intetrest income, melainkan juga
dalam berupa fee based income atau disecbut dengan non interest income (kegiatan
lain di luar bunga bank).

Melihat sifat ekonomi dati bank tersebut, maka nyata sekali bahwa bank
memdliki stategy penting bagi kemajuan ekonomi suaty bangss. Bank menjadi
pilar ekonomi perdagangan, tetapi sekaligis juga sebagai japtng bagi kehidupan
ekonomi suatu bangss. Oleh karena, sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik,
bila meagendalkan bank sebagai lembaga keuangan yang oxagatwr sistem urat
nadi dalam tuboh ekonomi itu sendiri. Oleh karevanya, semua aegara di dunia di
dalam memajukan perekonomiannya senatbass memelihara perbankanaya
dengan baik, menyehatkan fungsi dan pesanannya secara sunggub-sungguh dan
menjaga agar jangan sampai timbul penyakit yang merupakan pangkal tolak
cusaknya ekonom:i suatu negara.
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Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa dunia perbankaa lebih khnsus di
cegera ini tdak lupwt dari permasalahan. Yang disebut pemasalahan ialah
perbuatan-perbuataa degalisasi di tubuh bank itu dan itnlah yang disebut dengan
lecjahatan perbankan, sehinggn bank itu meajadi terganggu fimgsi dan pesanannya.
Masalahnya pelaku kejahatan itu dikategonkan, selain berasal dari dalam
lingkuagan pertanien itu sendivi, juga beracal dari luae perbankan.

Salah satu beafik kejahatan perbankan itu sendiri adalsh dalam bentuk
penggelapan diperberal. Penggelapan diperberat diatur dalam Pasal 374 KUH
Pidana yang berbunyi “Peaggelapan yang diuakukan oleh orang yang
penguasaanya terhadap benda disebabkan karena ada hubimgan ketja atav karena
suatu pencahanan amu karena mendapat upab untuk itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun™.

Penggelapan diperbeiat dalam kaisannya dengan kejahalan pertankan
adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat amu pekerja pertrankan
itu sendin. Misalaya pejabat pesbankan atay pekerja perbankan itu menerbitkan
No. rekening palsu bagi nasabahnya, sehingga setoran Gbungap dari nasatxah
tersebut tidak dimasukksn ke kas bank tetapi masuk ke kantong pejabat asau
pekerja pestrankaa tersebut. Tindalen penggelapan diperberat ini tidaklah dapest
dilakukan seorsang pelaku tindak pidana apabila ia tidak termasuk dalam golongan
yang memilili lewenangan mengelola suatu bidang pekenaan tertentu dan dalam
instarrs) tertentu.

Selain merugikan pthak bank, maka kejahaten perbankan yang ditelaah
danl isi Pasal 374 KUHPidana juga mecrupakan aasabab perbankan itu sendivi,
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